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PENETAP
AN
Nomor :
0003/Pdt.P/2011/PA
Btg.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN ~ KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang mereriksa

dan mengadi | i perkara tertentu pada

tingkat pertama tel ah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut terha dap

perkara yang diajukan oleh:

- - - - - . -9, umur 53 tahun,
agama Islam, pendidi kan SR,
pekerjaan petani , bertempat

tinggal di - -

- - - - . Desa
Biangloe, Kecamatan
Pa’ jukukang, Kabupaten
Bantaeng , disebut sebagai

Pemohon 1 ;

- - - - - - -, umur 51 tahun,
agama Islam, pendidikan tidak
ada, pekerjaan tidak
ada, bertempat tinggal di
- - - - - - Desa

Biangloe, Kecamatan Pa’jukukang,
Kabupaten Bantaeng , disebut
sebagai Pemohon 11 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direkehth Putigseasaviadk amrEiRAY @hy Republik Indonesia
putusahdpRE@mahgpR-83-d; Telah mendengar

keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa al at bukti para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon  dengan
surat permohonannya tertanggal 21 Januar i
2011, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadil an Agama Bantaeng tanggal 21
Januari
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2011, dengan register
nomor : 0003/Pdt.P/2011/PA
Btg, mengemukakan hal- hal pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984, Pemohon |
dan Pemohon 11 tel ah melangsungkan

perni kahan di Dusun . .
- - - -, Desa Biangkeke, Kecamatan
Tompobul u, Kabupaten Bantaeng, yang
dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama
Usman;

2. Bahwa yang menj adi wal i dal am
per nikahan tersebut adalah ayah kandung
Pemohon 11 bernama - - - - - -
bin . - - -

- - dengan maskawin berupa tan ah
kebun dengan luas 5 are yang
terl etak di Dusun - - - - -

® Desa Biangloe, Kecamatan
Pa’ jukukang, Kabup aten Bantaeng,
yang disaksikan ol eh - . - - -

- bin - - - - - - dan - -

- - bin -

3 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon
I berstatus jejaka dan Pemohon 11
berstatus gadis;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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putusan.mahkamphagg.go.id  semenda atau se susuan
atau sebab lain yang mengharamkan
pernikahan Penophon I dan Pemohon 11
dan tidak ada pihak yang
merasa keberatan atas pernikahan

tersebut;

5. Bahwa sej ak berlangsungnya perni kahan
Pemohon 1 dengan Pemohon 11 tidak
pernah bercer ai sampai sekarang dan
tel ah dikaruni ai 3 orang anak masing-

masing bernama:

lahir pada tahun 1988;
lahir pada tahun 1990;

lahir pada tahun 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon 11
belum pernah memiliki Buku Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobul u,

Kabupaten Bantaeng;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon 11
tel ah datang ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tompobul u, Kabupaten
Bantaeng guna meminta Duplikat Surat

Nikah tetapi dalam Register Nikah

di Kantor Urusan Agama t ersebut
tidak ditemukan data tentang
perni kahan Pemohon I dan Pemohon
i, berdasarkan Surat Keterangan dari
Kepal a Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor :
KK.21.11.2/PW.01/21/2011 tanggal 18
Januari 2011;
8. Bahwa saat ini Pemohon I
dan Pemohon 11 sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah
dari Pengadi |l an Agama Bantaeng guna
dijadikan sebagai al as hukum untuk
pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon |

dan Pemohon 11 ;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan
Pemohon 11 memohon kepada Ketua
Pengadil an Agama Bantaeng untuk
dapat memberikan penetapan tentang
sah nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktdri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahgEpfR8ENACAHN segal a apa yang diurai kan

di atas, Pemohon  mohon dengan hormat
agar kiran ya bapak Ketua Pengadil an
Agama Bantaeng cq. Majelis hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan i ni berkenan menjatuhkan
penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Menetapkan sahnya perkawinan
Pemohon 1, - - - - -

- - Pemohon 11 ,

dengan

1984 di Dusun . - -
Desa Biangloe, Kecamatan
Kabupaten Bantaeng;

3. Membebankan biaya perkara

ketentuan

undangan yang berlaku.
Subsider :

Apabil a majelis hakim berpe ndapat
lain dalam hubungannya dengan perkara
ini , mohon penetapan yang seadil -
adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal
persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon data ng menghadap sendiri di
persidangan, kemudian Majelis Hakim
membacak an permohonan para Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan ol eh
para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil
permohonannya, Pemohon tel ah mengaj ukan
alat- alat bukti berupa:

Saksi- saksi:
1. . - - - - - bin . - - -
- - tel ah memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada

berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ant ara

pada tahun

Pa’ jukukang,

sesu ai

perundang-

pokoknya sebagai
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paman saksi sedangkan Pemohon I 1
adal ah istri Pemohon | yang bernama
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon 11
meni kah di Dusun . - -
. - - Desa biangloe, Kecamatan

Pa’ jukukang, Kabupaten

Bantaeng pada tahun 1984;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dan
Pemohon |11 adal ah imam Kampung yang
bernama Bapak . - - - - -

- Bahwa yang menjadi wali dalam per nikahan

Pemohon | dan
Pemohon 11 adal ah ayah kandung Pemohon
11 ;

- Bahwa yang menjadi saksi dal am
pernikahan Pemohon I
dan Pemohon 11 adal ah . - - - -
- bin . - - - - - dan
- - - - - - bin

- Bahwa yang dijadikan mahar ol eh
Pemohon I kepada Pemohon I I adal ah
tanah kebun seluas 5 are yang
terletak di Dusun - - -
- - -, Desa Biangloe, Kecamatan
Pa’ jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat Pemohon I dan
Pemohon (| menikah, Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon (|
berstatus gadis;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 11
tel ah dikaruni ai 3 orang anak,
masing- masing bernama . - - - -
-, lahi r tahun 1988,
- - - - - -, lahir ta hun

. -, lahir tahun 1993;

- Bahwa selama terikat perkawinan,
Pemohon | dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa pada saat akan melangsungkan
perkawinan, Pemohon | dan Pemohon 11
menandatangani surat- surat, namun
setel ah dicek, ternyata
sur at tersebut tidak

diteruskan ke Kantor Urusan Agama;

- Bahwa maksud Pemohon I dan
Pemohon 11 mengajukan permohonan I sbat
Nikah ke Pengadil an Agama adal ah
untuk menetapkan sahnya perkawi nan
Pemohon I dan

Disclaimer
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Pemohon | sebagai al as
huk um atas terjadinya
perni kahan tersebut dan juga
untuk kelengkapan perngurusan Akta
Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon
11 ;

2. . - - - - - bin . - - -

- - tel ah memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal kedua bel ah
pihak karena Pemohon | adal ah
kemanakan saksi, sedang kan Pemohon 11
adalah istri Pemohon | yang bernama

- Bahwa Pemohon | dan  Pemohon 11 adal ah

suami istri sah;

- Bahwa saksi hadir pada
perni k ahan Pemohon | dan
Pemohon
11 ;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon | dan

Pemohon 11 adal ah
Imam Dusun yang bernama Guru .

- Bahwa yang menjadi wali dalm
pernikahan tersebut adal ah ayah
kandung Pemohon 11 yang bernama - -

- bin . -
- Bahwa Pemohon | tel ah memberikan mahar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dusun . - - - - -,
Desa Biangloe, Kecamatan

Pa’ jukukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi
dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon
11 tersebut adal ah saksi sendiri
bersama . - - - - - bin . -

- Bahwa sej ak Pemohon I dan Pemohon
11 meni kah hing ga sekarang, tidak
seorangpun y ang pernah datang
keberatan atas perkawinan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa antara Pemohon I dan
Pemohon 1 tidak ada hubungan nasab,
semenda, atau hubungan sesusuan yang
dapat menyebabkan Pemohon 1 dan Pemohon
11 terhalang untuk menikah;

- Bahwa sebelum Pemohon 1 dan Pemohon 11
menikah, tidak ada surat yang
ditandatangani oleh Pemohon I
dan Pemohon 11 ;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan
Pemohon 11 tidak didaftarkan di
Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 11
tel ah mempertanyakan keberadaan Kutipan
Akta Nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tompobulu yang dahulu
mewilayahi tempat pelaksanaan

perkawinan Pemohon | dan Pemohon 11 ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon |
dan Pemohon 11 mengaj ukan permohonan
isbat nikah ke Pengadilan Agamna adalah

untuk memperol eh penetap an
tentang perkawinan Pemohon I dan
Pemohon 11 dal am rangka mengurus Akta
Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon
11 ;
Bahwa atas keterangan saksi - saksi
tersebut, Pemohon I dan Pemohon 11

menyatakan mener i manya. kemudian Pemohon 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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terbukti sehi ngga tidak akan

al at bukti apapun lagi serta

penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian
ini, maka semua Yyang tercantum
berita acara persidangan perkara
harus dianggap termasuk dan
bagian yang tid ak terpi sahkan

penetapan ini .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Direkedri Putts®icMahkimah 2egtafgmeepablik Indavesia
putusag SPPKRATARRIUEAPId - dal i | permohonannya

tel ah

mengajukan

memohon

put usan

dal am

ini,

mer upakan

dari

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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TENTANG ~ HUKUMINYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon

I dan Pemohon 11 adal ah sebagaimana tel ah

terurai di muka; Menimbang, bahwa

Pemohon | dan Pemohon 11 mendal il kan

telah terjadi perkawinan antara Pemohon
I dengan Pemohon 11 pada tahun
1984 di Dusun W' le’ro, Desa

Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten
Bantaeng, perkawinan a quo tidak
tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena

itu Pemohon | dan Pemohon 11 memohon agar
perkawinan a quo diitsbatkan; Menimbang,
bahwa untuk menguatkan dalil -
dalil permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon I I tel ah mengajukan dua orang
saksi yang telah merenuhi syar at
formil dan materiil bukti sak si

’

masing- masi ng bernama . -

bin H. - . . . - . dan . . .
- - - bin - - - - - -
keduanya
adalah keluarga dekat Pemohon 1 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua
saksi tersebut apabil a dihubungkan
dengan dalil - dalil permohonan Pemohon 1
dan Pemohon 11, maka tel ah terbu kti
bahwa Pemohon I dengan Pemohon 11 tel ah
melangsungkan perkawinan pada tahun 1984
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Bantaeng, dini kahkan ol eh Imam . . .
. . - yang menjadi wal i nikah
adal ah ayah kandung Pemohon 11 yang
bernama . - - - - - bin . - - -
- . yang disaksikan oleh dua orang
saksi , masing- masing bernama . . . .
4 . bin . . . - -

. dan - - - . - - bin - - -
. . . dengan maskawin berupa tanah

kebun seluas 5 are, saat i Ni

terletak di Dusun - - -
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- - . , Desa Biangloe, Kecamat an
Pa’ jukukang, Kabupaten

Bantaeng;

Menimbang, bahwa demikian pul a ant ara
Pemohon | dengan  Pemohon 11 tidak
memiliki hubungan nasab, semenda atau
sesusuan yang karena hubungan 1itu dapat
menghal angi Pemohon 1 menikah Pemohon I,
bai k menur ut Syari’ at Islam maupun
menurut peraturan perundang- undangan yang

berl aku;

Menimbang, bahwa selama pernika han
Pemohon | dengan Pemohon I, tidak
pernah terjadi percerai an, begi tu
pula Pemohon | tidak pernah meni kah
selain dengan Pemohon i, demikian

pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun
administrasi pencatatan nikah pada
waktu Pemohon | dan Pemohon 11 menikah
tel ah efektif, dan para Pemohon tel ah
mendaf tarkan perkawinannya, namun oleh
karena kelalaian pembantu Pegawai Pencatat
Nikah yang tidak meneruskan peristiwa
ni kah Pemohon | dan Pemohon 11 , yang
ditandai dengan tidak adanya data
pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi

tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan
Pemohon 11 , sehingga Pemohon I dan Pemohon

11 tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
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Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan

tidak dapat dibuktik an dengan Akta
Nikah dan adanya perkawinan yang terjadi
sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan
Pemohon 11 masing- masing beragama
Islam, maka ketentuan perkawinan
harus
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dianggap sah apabil a dilakukan menurut
hukum Islam (Vide
Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 4
Kompil asi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa dalam Hukum 1Isl am untuk
melaksanakan perkawinan harus ada unsur-
unsur calon suami , calon istri,
wal i nikah, dua orang saksi, dan ijab
kabul (Vide Pasal 14
Kompil asi Hukum
Islam);

Menimbang, bahwa dari
pert i mbangan- pertimbangan tersebut majelis
hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I
dan Pemohon 11 yang dilaksanakan pada

tahun 1984 di Dusun

- . - . - - Desa Biangkeke,
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng
dinyatakan sah menurut hukum Islam dengan

demikian permohonan Pemohon dikabulkan;
Menimbang, bahwa perkara ini meng e nai
perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradil an Agama,
maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon 1 dan Pemohon 11 ;
Memperhati k an Pasal 7 Kompila si

Hukum I sl am dan ketentuan hukum dan
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putusedeRgEAT PRI KW 1d i ni ;

MENETAPK
AN

1. Mengabul kan permohonan Pemohon
dan Pemohon 11 ;

2. Menetapkan sahnya perkawinan
Pemohon | (. . - . .

- -)

- . -) yang

dengan

1984 di Dusun . . .

Desa Biangkeke, Kecamatan

Kabupaten Bantaeng;
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Pemohon I 1 C.

dilaksanak an pada

Direk@ri Putg¥at MahkantalPA ey REPUbHR RIGAREsIa

ant ara

tahun

Tompobul u,
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3. Membebankan kepada Pemohon | dan
Pemohon 11 unt uk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini yang
hingga Kkini diperhitungkan sebe sar
Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di
Pengadil an Agama Bantaeng dal am musy awar ah
majel is hakim pada hari Rabu tanggal
09 Februari 2011 ™, ber t epatan dengan
tanggal 06
Rabiul Awal 1432 H., oleh Drs. Asri ,
sebagai ketua majelis, Mahyuddin,
S.HI. ,M.H. dan I rham Riad, S.HI. ,M.H.,
masing- masing sebagai hakim anggota.
Penetapan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu
juga ol eh ketua majelis tersebut
dengan di hadiri Hakim- hakim anggota
dibantu ol eh Siti Jamil ah, S.H.,
sebagai panitera pengganti dengan
dihadiri oleh Pemohon | dan  Pemohon 11

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Asri
Hakim Anggota 1, Hakim Anggota 11,
ttd ttd
Mahyuddin, S.HI.,M.H. Irham Riad,
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S.HI.,M.H.
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ttd

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, -
2. Biaya Administrasi : Rp 50.000, -
3. Biaya Panggilan : Rp 150.000, -
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4. Biaya Redaksi : Rp 5.000, -

5. Biaya Meterali : Rp . __
6.000, -

Juml ah : Rp
241.000, -

(dua ratus empat puluh satu

ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



